BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

da.

ot

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negerl
Nomor 188.34-5806 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pengelolaan  Barang Milik Daerah  dan sesual
dengan ketentuan Pasal 150 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, yang mengamanahkan bahwa
dalam hal yang dibatalkan kescluruhan materi muatan
perda kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari sctelah
keputusan pembatalan diterima, bupati/walikota harus
menghentikan  pelaksanaan  perda kabupaten/kota  yang
dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat
daecrah dan sclanjuinya DPRD bersama bupati/walikota
mencabut perda dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada hurufl a perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rarang Milik Dacrah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29  Tahun 1959  tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,




10.

11.

12.

13.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), schagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pcrubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintehan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemcrintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah  Kabupaten  Pinrang  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 294);
Peraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Dacrah
Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 295);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat Dacrah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor
418);

Dcengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAKRAH KABUPATEN PINRANG

Menetapkan :

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.




Pasal 1
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 320) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan dyPinrang
pada tangefl 20 Jom 20O\7

SLAM PATOMANGI
Diundangkan di Pinrang

pada tanggal 20 Jum 20V7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

M;

a—

SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.4.41.17.




